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Abstract: The Implemention Policy on Women Trafficking. Theaim of thisstudy isto havea
view of the implementation of the policy regarding women trafficking in the North Sulawesi
Province. The method of the research through aqualitative approac, which is case study, through
in-depth interview, focus group discussion, observation as well as study of related documents,
victimsstory and triangulation. The studies shows that the implementation of women trafficking
policy covered the content of the policy and the context of the implementation. Based on the
exploration of theboth factors, infact that theimplementation of local policy on women trafficking
isworking, athough it didn’t achieve as it is expected yet. The role of politics appearence so
dominance influence the process, causes so many constrain in the program so far.
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Abstrak: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Wanita. Penelitianini bertujuan
untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan perdagangan wanita di Provinsi
Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adal ah pendekatan kualitatif berupastudi kasus dengan
teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi langsung dan observasi
partisipatif, didukung studi dokumen, riwayat kasus serta pel aksanaan triangulasi. Hasil penelitian
menunj ukkan bahwaimplementas kebijakan penanggulangan perdagangan wanitameliputi konten
kebijakan dan konteks implementasi telah berjalan meskipun belum sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Kuatnya peranan politik kekuasaan dalam konteks implementasi mengakibatkan
terhambatnya program-progam di semua sektor terkait.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, perdagangan wanita, politik kekuasaan.

PENDAHULUAN
Sudah delgpan tahun PerdaNo. 1 Tahun 2004
tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia
(Trafiking) terutama Perempuan dan Anak di-
terbitkan dan diberlakukan di Proving Sulawes
Utara. Namun efektivitasnyamasih sgjaterus
dipertanyakan oleh berbagai pihak, sebab sgak
Perdaini diimplementasikan, malah kasus per-
dagangan wanitadari tahun ketahun cenderung
semakin bertambah. Misalnyajikatahun 2009
terdapat 95 kasus, tahun 2010 ditemukan 195
kasus perdagangan wanita. Kondisi ini me-
nunjukan belum adanya kepedulian dan ke-
pentingan para politisi dan implementor me-
negakan kebijakan perdagangan wanita di
Sulawes Utara

Penyebab semakin maraknyakasus per-
dagangan wanitaini dikarenakan melibatkan
sindikat licik dan berpengd aman sehinggasukar
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ditembus dengan cara biasa. Parakorban di-
rekrut, kemudian dokumennya dipal sukan,
disekap, diangkut ke tempat kerja dan dipe-
kerjakandi tempat hiburan meayani tamuminum
sampa melayani kebutuhan seks. Pekerjaan
tersebut ternyatatidak sesuai dengan kesepa-
katan pada saat perekrutan. Bagi parakorban
tidak terhindarkan menghadapi ancaman pe-
nyakit, pelanggaran HAM, sertamasa depan
yang tidak menentu karena kerusakan organ
reproduks (L apian dan Geru, 2006). Sebagai
daerah asal parakorban, Sulawes Utaratentu
akan kehilangan sumberdayamanusapotensd,
sedangkan daerah penerimaakan menghadapi
persoalan hubungan kerjadan masalah sosial
lainnya (Wheaton, et al. 2009).

Perda No. 1 Tahun 2004 merupakan
regulas penting dalamimplementas kebijakan
penanggulangan wanita di Sulawes Utara.
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Ketersediaan regulasi padagilirannyameng-
hasilkan suatu mekani sme paksayang menjadi
kekuatan yang mendorong paraelit termasuk
implementor dan penguasayang tidak jarang
membel okan tujuan kebijakan tersebut. Ismi
dkk. (2011) mengemukakan bahwa regulasi
merupakan prakondisi bagi implementas ke-
bijakan. Penelitian Rahmat Sartika (2006) ten-
tang implementasi kebijakan nasional peng-
hapusan perdagangan anak di Kabupaten
Karawang menyimpulkan bahwa kebijakan
nasiona penghapusan perdagangan anak belum
berjalan sebagai manamestinya, karenabelum
adanya Peraturan Daerah yang mengatur pe-
nanggulangan kgjahatanini.

Peranan organisasi masyarakat dan para
akademisi akan |ebih efektif dalam mengawal
kebijakan jikaregulas sudah tersediadengan
mempertahankan secarakonsi sten arah kebi-
jakan penanggulangan perdagangan wanita.
Penyimpangan implementasi kebijakan publik
oleh paradit politik dan birokras hanyadapat
dibendung oleh kolaboras |lembagamasyarakat
dan paraakademid yang tidak tercemar dengan
intervens kepentingan politik. Perhatian yang
meningkat terhadap pelaksanaan kebijakan
pemerintah berhubungan erat dengan tumbuhnya
kesadaran bahwa kebijakan pemerintah dalam
masa ah-masal ah publik kurang efektif, khusus-
nya disebabkan oleh masalah-masalah yang
timbul padapel aksanaannya.

Fokus perhatian dari implementasi kebi-
jakan adalah memahami apayang senyatanya
terjadi sesudah suatu program dinyatakan ber-
laku agar memberikan dampak dan mencapai
tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan
implementas kebijakan penanggulangan perda:
ganganwanita, makapermasd ahan penditianini
adalah bagaimana implementasi kebijakan
penanggulangan perdagangan wanitadan peran
implementator yang bertanggung jawab pada
implementas program penanggulangan perda-
ganganwanitadi Proving Sulawes Utara.

Grindle (1980) mengemukakan bahwais
kebijakan dan konteksimplementas tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Isi kebijakan
dipengaruhi oleh kepentingan mereka yang
terpengaruh kebijakan, jenismanfaat, perubahan

apa yang diharapkan, letak pengambilan
keputusan, implementor dan komitmen terhadap
sumberdaya. Sedangkan konteksimplementas
dipengaruhi kekuasaan, kepentingan dan strateg
aktor, karakteritik institus dan penguasa, serta
kepatuhan dan respon terhadap kebijakan.

Implementas mengandung serangkaian
pengambilan keputusan oleh paraaktor terkait,
misalnyaparaperencanadi semualevel admi-
nisras pemerintahan, palitis, €it ekonomi, juga
birokras jenjang menengah dan bawah. Mereka
bisaaktif terlibat atautidak begituaktif. Kadang-
kadang sasaran para aktor samaatau berbeda
satu samalain dan hasinyasebagai konsekuens
dari sikap ‘siapa dapat apa’ ditentukan oleh
srategi, sumberdayasertaposs kekuasaan dari
tiap aktor yang terkait. Apayang dijalankan
adalah hasi| hitung-hitungan kepentingan dan
persaingan kelompok untuk memperebutkan
sumberdayayang terbatas, memperhitungkan
respon pejabat pelaksana dan ulah para elit
politik. Singkatnyasemuainteraks yang terjadi
dalam konteksingtitusi yang ada. Anaisisim-
plementas program, sl anjutnyadapat berimpli-
kas untuk menguji kapabilitas kekuatan aktor,
sgjauhmanakepentingan merekadan strategi
untuk mencapainya. Demikian jugagambaran
tentang karakteristik regim dimana mereka
berinteraks yang padagilirannyadapat mem-
bukapel uang untuk mencapai tujuan kebijakan
dan sasaran-sasaran program.

Sebaik apapun tujuan yang dirumuskan
hanya sedikit perannya apabila merekayang
bertanggung jawab atas program tersebut tidak
mempunyal kekuasan untuk mengatur, mel ak-
sanakan, dan mengontrol pelaksanaannya. Hal
ini berkaitan dengan sistim politik di daerah
dimanakebijakan diimplementasikan. Sistim
politik yang kekuasaannya terlalu besar, ke-
mungkinan terjadi penyimpangan jugabesar.
Sebaliknyadi daerah yang sudah desentralisas
lebih mudah dikontrol karenaruang lingkup lebih
kecil. Hal ini mengindikasikan bahwakonteks
ruang lingkup administrasi jugamelibatkan
variabel seperti struktur politik danjenisrezim
penguasadimanaprogram diberikan. Biasanya
rezim otoritarian memilih solusi yang di-
putuskan sepihak, sementara rezim yang
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demokratis lebih bertanggung jawab dengan
menergpkan 3stim keterbukaan dan akuntabilitas,
baik politis maupun pgabat administrasnya

Berdasarkan pemaparan singkat di atas,
mekatujuan penditianini adaah untuk memahami,
menganalis's, dan membahasbagaimanaimple-
mentas kebijakan dan peranimplementor yang
bertanggung jawab terhadap implementas prog-
ram penanggulangan perdagangan wanitadi
Sulawes Utara

METODE

Pendlitian ini menggunakan metode kualitatif,
yaitu case study. Informan berjumlah 40 (empat
puluh) orang terdiri atas implementor, tokoh
agama, penegak hukum dan korban sertake-
luarganya. Daam penditianini penditi bertindak
sebagai instrumen utama. Pengumpulan data
dilakukan melaui studi pustakadan studi |apa-
ngan yang terdiri atas studi dokumen, arsip,
wawancaramelalui diskusi kelompok terarah
dan wawancara mendalam, serta observasi
langsung dan partisipatif. Semua data dan
informasi yang terkumpul dicatat dalam catatan
harian, kemudian dikelompokkan sesual kebu-
tuhan, sdlanjutnyaditulissecaranaras dikaitkan
dengan teori dan naar peneliti sendiri.

HASIL

Sq &k diberlakukannyaPerdaNo. 1 Tahun 2004
terjadi perubahan dalam bertindak bagi pihak-
pihak yang berkepentingan. Bagi pihak imple-
mentator, bagai manapun keberangkatan para
korbantrafiking harusdicegah karenaberbahaya
jikamerekasudah masuk kejaringan ke ahatan.
Bagi parapel aku meskipun sudah mengetahui

adanyaperaturan selalu sjamencari carauntuk
dapat merekrut korban baru. Merekatetap sgja
beraks dengan berkelit dari aturan, karenake-
untunganyang diraup sangat besar. Dari informes

korban yang pernah menjadi istri simpanan
pelaku dan pernah bertugasdi bagian kasir, da-
lam satu madam, ratusanjutamenjadi pemasukan
di satutempat hiburan.

Dergat perubahan yang dihargpkan oleh
lembagamasyarakat sangat tinggi, yaitu mereka
ingin agar perempuan terbebasdari kejahatan
perdaganganwanita. Bagi organisas masyarakat

dan akademisi upaya penanggulangan belum
memenuhi hargpan, sementaraimplementor telah
cukup puas dengan hasil yang dicapai. Hasl|
wawancara dengan sebuah yayasan meng-
utarakan kecewaan mereka dengan instansti
pemerintah yang sangat lamban. Organisas
pel aksanakebijakan tersebar di berbagai dinas/
badan, sedangkan dari segi geografi jugatersebar
luas sampai ke pulau dan daerah terpencil, se-
hingga persoalan dan caramengatasinya bisa
berbeda satu dengan yang lain. Apalagi koor-
dinasi dan pengawasan yang kurang jelas.
Sosdisas tentang Perdaterasasangat gencar saat
penerbitannya, tapi dengan bergantinyapimpinan,
semangat menjadi surut. Jarak yang jauh dan
komunikas yang kurang lancar seperti di daerah
terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari pusat
kekuasaan kesiapan organisasi men-jadi
persoaan.

Pelaksanakebijakan terdiri atas pejabat
pemerintah, penegak hukum, dan lembaga
masyarakat. Paraimplementor sebagian besar
bel um berpengal aman menangani pencegahan,
penanganan kasusdan rehabilitas . Implementor
di level proving, masih cukup mempunyai akses
dengan parapolitisi, sementaradi kabupaten/
kota kurang bersemangat dan lebih bersikap
menunggu. Jika kesigpan organisasi masih
terhambat karenapengambil keputusan tersebar
di beberapainstans dan kabupaten /kotayang
tidak semuadidukung saranakomunikas dan
transportasi yang lancar, maka titik lemah
kes apan implementor adal ah padapemahaman
tentang perdagangan wanitaitu sendiri. Belum
semuaimplementor di garisdepan memahami
bahwa perdagangan wanitaadal ah kekerasan
berbasi sgender, merekamenganggap kegahatan
tersebut sebagal kriminal biasa, karena itu
serahkan sgjapadapenegak hukum. Kasusdi
Kabupaten Minahasa Selatan samasekdi tidak
menjadi perhatianimplementor terutamaaparat
pemdakabupaten, malahan penegak hukumdan
aparat satuan kerjapemerintah daerah menjadi
pel aku. Merekabukan sgjatidak memahami gpa
maksud kebijakan perdagangan wanita, tetapi
menjadi bagian dari masaah.

Keuangan danfadlitasuntuk implementas
kebijakan tidak cukup tersediauntuk menunjang
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efektivitaskegiatan, karenaprogramini belum
menjadi prioritas. Sebagian besar informanyang
diwawancarai mengel uhkan tentang minimnya
sumberdaya yang mendukung implementas
kebijakan, baik di proving atau kabupaternvkota.
Hal ini dissbabkankarenakurangnyaketrampilan
implementor menjalin hubungan dengan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
setempat. Selainitu fasilitas untuk menangani
kasus-kasus belum cukup tersedia. Seperti telah
disebutkan sebelumnya bahwakorban sering
mengalami pelecehan dan pelanggaran hak-
haknyamula dari kekerasanfisk, menta bahkan
sampai pada penyiksaan yang tak berperike-
manusiaan sampai korban meninggal dunia.
Kasusterakhir yang ditangani ruang nyaman
PKK, ternyata korban disiksa dan kepalanya
dibenturkan berkali-kai ketembok karenamen-
cobamelarikan diri. Korban mengalami stress
pascatraumadan memer| ukan perawatan sambil
menjaani pemeriksaan di PoldaSulawes Utara,
sehinggaperlutempat khususdan pendampingan
khusus.

Sebenarnyapadabeberapatahunlalu ada
dukungan danadari badan dunia, tapi saat ini
dukungan tersebut telah berakhir. Dukungan
sumberdayadari badan duniabukan sgjadana,
tapi jugateknik-teknik penanganan kasuster-
masuk prosedur yang berisi standar-standar.
Aksesterhadap sumberdayasangat tergantung
padakelincahan kepdainstans untuk menyusun
anggaran bagi program penanggulangan
perdagangan wanita. Jkahubungan dengan para
politis cukup baik, makatersediacukup ang-
garan, jikatidak sebaliknya. Dukungan jgaring
parapolitis, aktivis perempuan dan akademis
dan pel aksanakebijakan merupakan ssranayang
sangat mendorong aksesterhadap anggaran.

Konteksimplementas sangat dipengaruhi
oleh politik yang tidak menentu, seperti kekua-
saan, kepentingan dan strategi paraaktor yang
terkait, yaitu sejauhmana kemampuan untuk
melaksanakan, political will pemerintah,
dukungan masyarakat dan tekanan kelompok
kepentingan. Kemampuan untuk mel aksanakan
kebijakan belum didukung oleh pengetahuan
yang benar tentang kekerasan berbasisgender
dankegahatan perdaganganwanita Sdanitubagi

kalangan implementor di Satuan K erjaPeme-
rintah Daerah, political will masih belum
kons stenterutamauntuk implementas kebijakan
gpdagi setigp limatahun adapergantian pimpinan
daerah dengan kepentingan yang berbeda,
ternyataprogram penanggulangan perdagangan
wanitabelum menjadi prioritas. Dukungan da
tang dari lembaga swadaya masyarakat yang
konsisten membantu parakorban dan imple-
mentor, sedangkan sebagian tokoh masyarakat
dan keluarga ikut larut dalam sikap permisif
terhadap persodanini. Apaagi parakorbantidak
kuat melawan bujukan parapelaku yang meng-
imingi gaji besar jika ikut bekerja bersama
mereka

Karakteridtik ingtitus dan rezimyang ber-
kuasa pada saat Perda No. 1 Tahun 2004 di-
undangkan sudah jauh berbedadengan saat ini.
Di tahun 2004 dimana kasus-kasus baru sgja
muncul ke permukaan, perjuangan untuk meng-
hapus kejahatan ini sangat kuat. Tetapi sgjak
adanyapemilihanlangsung pemimpinterpilih
dengan suaraterbanyak didukung tim sukses
masing-masing berperan besar dalam peme-
rintahan. Hal ini sangat jel asterjadi di kabupatery
kota. Parapolitis memilih mementingkan ke-
bijakan untuk menaikan pendapatan daerah,
Ssementaraprogram kemanus aan diabaikan.

K epatuhan terutama para implementor
merupakan faktor yang sangat penting dalam
implementas. Tetgpi sekdi lagi di atassemuanya,
bagaimana bentuk kepatuhan mereka tentu
dimulai dari bagaimanadiamemandang keja-
hatanini, gpakah bagi implementor merupakan
‘a gender based violence’, “an extraordinary
crime’, an international crime’ atau sebagai
kriminal biasa. Sdamaparaimplementor masih
memandang sebagai kriminal biasa, maka
kepatuhan dan responnyatidak akan membawa
perubahan yang sgnifikan. Akar persodanjuga
harus ditangani yaitu soal budaya dan cara
pandang bahwaperempuan memang dergjanya
rendah, sehinggatidak menjadi prioritasuntuk
ditangani atau memandang bahwaperdagangan
perempuan merupakan ke ahatan biasaseperti
hal nyamenangani pencuri atau penipu.

Selanjutnyakepatuhan dan responimple-
mentor kabupaten/kota yang masih sangat
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rendah menyebabkan program di paling depan
sangatlah minim. Hal ini sangat ironiskarena
kejadian dan peluang terjadi kejahatan adadi
desa/kelurahan yang menjadi wilayah kerja
kabupaten/kota. Implementor masih kurang jeli
memanfaatkan “timing” kegiatan berskala
dunia, yakni “World Ocean Conference” di
Sulawesi Utaratahun 2010 lalu. Kesempatan
untuk menarik perhatian pengambil keputusan
padamasa ah perdagangan wanita, terutamabila
ke depan menjadi sal ah satu gerbang wisatadi
Indonesia. Beberapalembagamasyarakat ber-
sepakat mengusulkan agar masalah trafiking
menjadi salah satu topik dalam seminar, tetapi
karenaketiadaan aksesterhadap panitia, tidak
ada kegiatan atau upayauntuk mengingatkan
semuapihak akan bahayatrafiking.

Tingkat kepatuhan yang menunjukkan
konsistensi program dan responsterhadap ke-
jahatanini ditunjukkan oleh paraimplementor di
provinsi sedangkan di kabupaten/kota lebih
bersikap menunggu. Tingkat kepatuhan ter-
hadap kebijakan yang sudah diberlakukan sudah
nampak dengan adanya program pendukung
pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (BP3A), DinasK esehatan,
Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga
Kerja, meskipun belummaksma. Kasus-kasus
direspon oleh Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Polda Sulut, didukung olen BP3A, TP
PKK dan lembaga masyarakat seperti Swara
Parangpuang, Peka, dan Compassion First.
Sayang sekali pengawasan terhadap kerja
bersamamenghadapi kasusbelum jelasberada
di unit mana. Tiap lembaga seperti bekerja
sendiri-sendiri sesual pemahaman masing-
masing.

PEMBAHASAN

Merekayang berkepentingan berkaitan dengan
kebijakan penanggul angan perdagangan wanita
adalah orangtua, keluarga, dan korban serta
implementor dari instang terkait seperti BP3A,
DinasSosial, Dinas Pendidikan, Camat, Lurah
sertaorganisas masyarakat. Diantaraorangtua
korban adayang sudah menyadari bahaya per-
dagangan wanita, tetapi karenagodan pelaku dan
kebutuhan ekonomi, tidak jarang adaorang tua

yang menjatuhkan pilihan untuk mengizinkan
anaknyamenjadi korban perdagangan wanita.
Kepentingan akan pemenuhan kebutuhan
ekonomi keluarga mengalahkan kepatuhan
terhadap aturan yang berlaku. Hal ini sesuai
dengan pendapat Trinor dan Lackzo (2010)
bahwaupaya perempuan (dan laki-laki) untuk
keluar dari kemiskinan terjebak daam trafiking,
tergoda dengan janji-janji palsu tentang ke-
untungan ekonomi yang menggiurkan.

Dalam penegakan hukum, dimulai dari
kepolisian, kejaksaan dan akhirnyabilatelah
cukup bukit dilimpahkankepengadilan . Diantara
penegak hukum tidak jarang terjadi konflik
kepentingan. Ada beberapa kasus dari kepo-
lisian sudah dilimpahkan ke kejaksaan, pelaku
“main mata’ dengan jaksa, sehinggatuntutan
lemah, berakhir dengan bebasdi pengadilan.
Kasusterakhir di Kabupaten Minahasa, dipe-
roleh gambaran diantarapel aku terdapat oknum
penegak hukum, sehingga kasusnya menjadi
berlarut-larut, karena penegak hukum segan
memprosesteman sendiri. Alih-alih berpihak
padaanak yang menjadi korban, malahan kor-
ban yang dijerat dan dimasukan ke dalam
penjara. Ha ini telah menimbulkan kekecewaan
yang mendalam diantarajejaring pro-korban
yang terdiri atas birokrat dari provinsi, aka-
demid, danlembagamasyarakat.

Apabila instansi terkait berkolaborasi
dengan akademisi dan lembaga masyarakat,
terjadi sinergitasdan keberanian sertamotivas
yang kuat untuk mendorong kepolisian me-
nuntaskan bukti-bukti, kemudian kelompok ini
berkolaborasi mengawal kasus sampai ke
pengadilan. Padaakhirnyabukan sgaberjuang
agar hadil akhir pdaku dihukum, tetgpi kolaboras
tersebut telah membuat perbedaan daam bentuk
terobosan dalam penanganan kasus-kasus. Baik
politis maupun birokras akan lebih berhati-hati
terhadap penyimpangan yang mungkin sgja
terjadi. Kasus di Kabupaten Minahasa pada
tahap pertamakorban (A) bukannyadilindungi,
malahan dikenal hukuman penjara, tetapi pada
tahap selanjutnyakolaborasi tersebut berhasi|
meindungi korbanlainnya; (B) dari ketidakadilan
penegak hukumyang mencobamemutarbaikan
faktasehinggamerugikan korban.
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Walaupun Perda sudah diberlakukan,
tetapi tigp instans menafsirkan sendiri-sendiri
sesual kepentingannya. Adainstans yang tidak
menjadikan programini sebagai prioritas, bahkan
adayang tidak mempunyai kegiatan samasekdi
untuk implementas kebijakannya. Dengan demi-
kian kebijakan belum didukung oleh program
implementas, kecuali oleh BP3A ( Badan Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak).
Hal ini menggambarkan bahwameskipun ke-
bijakan telah diformulasikan, tetapi jikatidak
diikuti programimplementasinya, makasemua
menjadi mubazir. Adajugassbagianimplementor
yang lebih mementingkan program kementerian
yang masih mendominasi program prioritasdi
daerah. Mereka beranggapan program kemen-
terian lebih bermanfaat, sehinggamerekalebih
patuh dan lebih merespon apalagi sering di-
dukung oleh dana dari pusat. Implikasinya
program perlindungan korban terabaikan, misal-
nyadaam pengambilanvisum, parapendamping
korban masih dimintai biayaoleh Rumah Sakit.
Selainitu korban yang hamil belum mendapat
perlakuan khusus berupakeringanan, karena
belum didukung ol eh kebijakan Rumah Sakit.
Padahal dalam Perda No 1 tahun 2004 telah
disebutkan bahwapemerintah daerah menyedia-
kan danauntuk penanggulangannya.

Mempelgari adanyakebijakan dan pena-
nganan kasus-kasus sertadukungan organisas
masyarakat, dapat dikatakan bahwatelah ada
perubahan tindakan para implementor sgjak
Perdadiundangkan. Sebelumnyatidak pernah
ada kasus perdagangan wanita di bawa ke
pengadilan. Sebelum Perdadiberlakukan, tokoh
agamadan tokoh masyarakat ikut mendorong
anak perempuan bekerjadi luar negeri/daerah
karena ketidakmengertian mereka. Tetapi
sekarang dengan gencarnya publikasi dan
contoh-contoh kasus merekamulai bertindak
untuk mencegahnya

Instansi yang bertanggung jawab atas
kebijakan penanggul angan perdagangan wanita
adalah Biro Pemberdayaan Perempuan dengan
mitrakerjanyaadd ahinstang berupadinasyang
tersebar di proving dan kabupaten kota. Orga-
nisas yang tersebar di berbagai dinas dan di
daerah-daerah menjadikan koordinasi dan

kontrol sangat sulit, sehingga Perdayang telah
diberlakukan belum berjalan karena masih
banyak yang belum paham, baik implementor
maupun penegak hukumnya. Penelitian Khai-
rawati (2011) tentang Optimaisas KinerjaPokja
PUG (Pengarus Utamaan Gender) dalam
Implementasi Permendagri No. 15 Tahun 2008
di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan
bahwabelum optima nyakinerjaPokjaPUGini
tercermin antara lain dari pemahaman para
eksekutif, sistem koordinasi yang lemah, dan
bel um terwujudnyaanggaran respons f gender.

Pengetahuan implementor yang masih
minimtentang masa ah yang dihadapi merupakan
hambatan dalam implementasi kebijakan di
lapangan. Apa agi merekaharusmencari duku-
ngandari politis untuk menopang programnya.
Baik implementor maupun politisi masih
mempunyal pemahaman yang minim tentang
perdagangan wanita. Sebagian besar masih
menganggap ke ahatan ini merupakan kriminal
biasa, sehingga hanya menjadi tugas pokok
kepolisian dan penegak hukum. Padahal ke-
jahatan perdagangan wanita merupakan
kejahatan berbasis gender (gender based
violence) yang berakar padabudaya patriarki
yang menganggap perempuan sebagal warga
negarakelasdua. Masih minimnyapengetahuan
implementator tentang kel ahatan perdagangan
wanitayang berbas sgender, jugadidukung hesll
penelitian Rosyadi (2010). Studinyatentang
buruh migraninternasiond terhadgprelas gender
yang telah pulang kembali kepadakeluarganya
di Kabupaten Indramayu Proving JawaBarat
menyimpulkan bahwadi dalam kebijakan perlu
penerapan yang sadar gender dan kebijakan
harus berfokus pada kebutuhan sasaran kebi-
jakan (buruhmigrandankeuarga). Hd ini sgdan
dengan pendapat (Harding, 2004 dan Rajab,
2009) yang menyatakan bahwa akar budaya
patriarki menurut para ilmuan telah meng-
akibatkan banyak kerugian kepadaperempuan
antaralainterjadi marginadisas terutamadadam
kehiduan sosa dan politik.

Akses para korban untuk mendapatkan
pertolongan dan upayayang masih kurang ter-
utama di kabupaten/kota ikut menghambat
kegiatan-kegiatan pencegahan dan penang-
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gulangan bahkan rehabilitasi kejahatan ini.
Demikian jugaaksesimplementor yang lemah
dengan parapalitis, dandominas paradit politik
dalam penyusunan kebijakan terutamadalam
alokasi sumberdaya. Padaha komitmen ter-
hadap sumberdayaakan melahirkan dukungan
terhadap tersedianyadanadan faslitas. Anggaran
yang tersediapadapemerintah daerah biasanya
diperhadapkan dengan banyak kebutuhan tiap
sektor. Karenaitu kemampuan untuk meyakin-
kan pentingnyaanggaran sangat menentukan.
Ismi dkk. (2011) mengemukakan bahwaimple-
mentor kebijakan publik seringmemiliki nilai yang
bertentangan dengan isu gender, sehingga
merekatak cukup memiliki energi untuk melaku-
kan berbagai upayainovatif dan krestif . Hal ini
diperparah dengan adanyafenomenapengabaian
isugender dalam pembangunan, kalaupun ada,
menempati posis marginal sebagai buah dari
skap patriarkhi.

Untuk mengatas keterbatasan dana, pen-
ting untuk belgjar tentang pengalaman Zambia
dalam program-program kemanusiaan. Grindle
(1980) mengatakan bahwa parapalitis biasanya
merumuskan kebijakan yang sangat umum,
berbau palitis, sehinggasukar dicgpai. Di Zambia
misalnya, diperkenalkan “traditional com-
munity solidarity”” yang menggali kearifanloka
berupasolidaritaskel ompok setempat untuk ikut
memecahkan masaah merekasendiri. Kearifan
dimaksud dapat berupa pembentukan Posyandu
dengan kader PKK sebagal motornya yang
dilatih dan bekerja sukarelauntuk mengatasi
kegiatanimunisas, penanggulangan gizi buruk,
pelayanan KB dan ibu hamil di desa-desa.
Dengan pendidikan minim, tanpaggji, mereka
dengan sukarela bertugas sebagai penyuluh,
penggerak, dan pencatat sederhana.

Kurangnyaakses dan upayauntuk men-
dapat dukungan parapolitis merupakan salah
satu penyebab kurangnyakomitmen terhadap
sumberdaya. Di Sulawes Utaradukungan sum-
berdayadari luar negeri pernah diterimapada
tahun 2004-2007 untuk membeayal penanganan
korbanmddui Pusat Informas dan Perlindungan
Perempuan dan Anak (PIPPA). Motivas pada
waktuitu bukan sgauntuk mendapat danatetapi
terutamauntuk belgar menangani kasus-kasus

dengan sandard internasiond. 1smi dkk. (2011)
berpendapat bahwa pemberl akuan kebijakan
sgjatidak cukup. Diperlukan dukungan struktur
birokras berupapembentukan kelompok kerja,
komunikasi yang konsisten dan jelas yang
bermuara pada perubahan sikap atau disposis
aktor yang kemudian melahirkan dukungan atas
sumberdaya.

Dengan adanyadesentralisas seharusnya
pemerintah loka mempunya kesempatan untuk
memperjuangkan kepentingan yang menjadi
kebutuhan prioritas masyarakat setempat. Per-
masalahan perdagangan wanita yang telah
membawabanyak korban dan mengancammasa
depan, seharusnyapemimpin daerahterpilih dan
para wakil rakyat prihatin dan memberikan
perhatian khusus. Tetapi kenyataan di [apangan
menunjukan bahwa paraimplementor, yakni
SKPD terkait, sering mengel uhkan kurangnya
dana yang tersedia untuk penanggulangan
perdagangan wanita. Hal ini diperparah dengan
minimnyaperspektif feminisdi kalanganimple-
mentor. Tidak jarang cara pandang maskulin
sebagal warisan rezim sebelumnyameasihterasa
kental. Selain itu, para politisi larut dengan
kepentingan masing-masing dan bukan kepen-
tingan rakyat (Santoso, 2007). Hasll penelitian
ini memperkuat dengan temuan Grindle (1980)
bahwa sikap dan perilaku para aktor selalu
berujung padasiapamendapat apa.

Dengan adanyadesentraisas dan otonomi
daerah, pemerintah|loka mendapat kesempatan
luas untuk memberdayakan masyarakat dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi pada
kenyataannya, keadaan yang diharapkan belum
menjadi kenyataan. Alih-alih memperjuangkan
kepentingan rakyat, pemerintah lokal terutama
di kabupatenvkotahas| pemilihanlangsunglebih
mengutamakan kepentingan paratim suksesyang
berjasamemenangkan dirinya. Demikianjuga
para wakil rakyat yang harusnya memper-
juangkan anggaran untuk mengatasi masalah
masyarakat seperti perdagangan wanita, se-
baliknyaberupayamencari jdan bagamanaagar
uang yang keluar dalam penca onan dapat segera
tergantikan.

Kepatuhan para implementor sebagian
telah menunjukan tanggung jawabnyadengan
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mengupayakan aturan lanjutan seperti SK
Pembentukan Satuan Tugas, SK Pembentukan
TimAdvokasi, adanyaprogram pencegahan,
penanganan kasusdi instansinyaseperti dilaku-
kan BP3A Proving Sulawes Utara. Sedangkan
unit serupadi kabupaten/kota sebagian besar
belum mempunyai program bahkan adakabu-
paten/kotayang tidak tersediaanggaran sama
sekali untuk penanggulangan perdagangan
wanita. Perseps dan budayakerjayang belum
berperspektif gender jugamenjadi penyebab
lambannyarespon terhadap kerjahatanini.

Bagi para penegak hukum, respon ter-
hadap kejahatan ini sepintaslalu nampak cukup
baik, dengan banyaknya kasus-kasus yang
ditangani kepolisian, kejaksaan sampai ke
pengadilan. A pakah kepatuhan merekaseiring
dengan respontersebut, masih perlu ditditi lebih
dalam karenamasi h adanyakasus-kasusyang
divonis bebas atau dengan hukuman ringan.
Padaha keahatanini adalah kg ahatan luar biasa
(extra ordinary). Bandingkan di negaralain
hukuman sampai 10-20 tahun, sedangkandi sini
hanya beberapa bulan, satu tahun, beberapa
tahun, bahkan adayang bebas. |ni menandakan
bahwa kepatuhan terhadap aturan belum
memadai. “Manmata’ sangat jarangterjadi di
tingkat pemeriksaan (polis), tetapi sangat sering
di kejaksaan, dan berlanjut di pengadilan.
Perseps dan budayakerjayang belum perspektif
gender jugamenjadi dasan rendahnyatanggung
jawab parapenegak hukum.

Bagi akademis dan organisas masyarakat
pro-perempuan sebagian besar mempunyai per-
spektif penanganan kasus yang berpihak para
perempuan. Hal ini sangat mendukung konsis-
tens merekamengawal kasus sampai selesai.
Untuk itu perlu adanya kolaborasi lembaga
masyarakat dan parapenditi yang tidak tercemar
denganintervens kepentingan politik (Taylor and
Francis, 2003). Dengan keterbatasan danayang
adapadamereka, kasus-kasusyang menga ami
traumadapat diringankan penderitaannyadan
survive menghadapi jalannyapemeriksaan dan
persidangan. Merekajugasering berkolaboras
dengan birokrasi untuk mendukung program-
program yang masi h tercecer. Misalnya pem-
bentukan Gugus Tugas di Kota Manado,

Minahasa Utara dan Minahasa Selatan yang
didukung oleh Yayasan Peka dan Swara
Parangpuang serta Pusat Penelitian Kajian
WanitaUniverstas Sam Ratulangi.

Kelemahan SDM di birokrasi sering
mendapat bantuan dari pihak akademisi dan
organisasi pro-perempuan. Kolaborasi ini tak
jarang berhas| memperkuat pertahanan birokras
untuk menghindari pengaruh politik kekuasan
yang sangat kental. SDM di birokrasi sering
berganti, seiring dengan kebijakan promos dan
mutas PNS, ddam ha ini sumbangan kolaboras
birokrasi, akademisi dan organisasi pro-
perempuan sangat perperan untuk menjagaagar
program dapat berlanjut demi terlaksananya
kebijakan yang efektif dan berhasil guna.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan penanggulangan
perdagangan wanitadi Provins Sulawes Utara
belum berhasi| sebagaimanayang diharapkan.
Hal ini disebabkan karena secara teknis ma-
salahnya sangat kompleks, perubahan yang
diharapkan sangat besar dibanding status quo.
Begitu banyak aktor yang terlibat, sasaran-
Sasaran bervarias, rumusan tujuan yang kurang
jelas, sertapencapai annyayang memerlukan
waktu lama. Prosesadministras yang merujuk
pada mereka yang berkepentingan, ternyata
masih seimbang dengan besarnya bahaya
kegjahatan ini. Karenaitu masih terjadi konflik
kepentingan antaraK epaaDesayang berupaya
menggagal kan kejahatan ini di garis depan
dengan calon korban dan orangtuayang ber-
sikukuh melanggar aturan agar anaknyabisa
bekerjadi luar daerah. Sementaraparapenegak
hukum juga belum membentuk barisan yang
sgjdan dan kuat melawan kg ahatanini.

K epentingan ‘ Sigpamendapat apa masih
sgia mendominasi penegakan hukum pada
kejahatan perdagangan wanita. Sebagal impli-
kasinya, belumadaunsur jerabagi parape aku,
karena hukuman yang ringan dan sering salah
sasaran, misalnyayang dihukum addah rekruiter,
sementara penyandang dana dibebaskan atau
tidak dijerat, sehinggake ahatanini mash sgja
berlangsung. Tipe manfaat jugaberpengaruh
terhadap merekayang berkepentingan. Makin
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dekat jarak manfaat diterima, makin berhasil
kebijakan diterapkan. Jikaterjadi sebaliknya,
merekacenderung mengabaikan aturan. Meski-
pun telah berjalan selamadel apan tahun, peru-
bahan yang terjadi belum cukup banyak, dan
paraimplementor bersikap kurang bersemangat.

Lemahnyakesadaran akan luasnyajang-
kauan implementasi kebijakan ini membuka
peluang terjadinya berbagai penyimpangan,
karena tidak lancarnya koordinasi dan pe-
ngawasan. Selain itu dukunganinformasi yang
jelasbelumtersedia. Peluang komunikas dan
informasi melalui mediabelum dimanfaatkan
untuk kelancaran programini. Kesiapan orga-
nisasi dan implementor untuk mendukung
implementasi kebijakan penanggulangan per-
dagangan wanita terhalang oleh kurangnya
pemahaman tentang kesetaraan gender dan
seringnyaterjadi mutas tugas sertapenempatan
yang tidak sesuai fungsi dan tidak didukung
kemampuan memadai yang bersangkutan. Hal
ini berpengaruh padakomitmen ketersediaan
sumberdayabaik danamaupun fasilitas untuk
menopang progam-progam terkait.
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